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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan
Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto Periode
2004-2009” ini, merupakan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan untuk
menjawab pertayaan : Bagaimana mekanisme, prosedur dan alasan-alasan terjadinya
PAW Anggota DPRD FKB PEMKOT Mojokerto 2004-2009? Bagaimanakah
Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD FKB
PEMKOT Mojokerto?

Data penelitian dihimpun melalui kajian penelitian dilapangan. Dan
selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pergantian antar waktu (PAW)
yang terjadi di DPRD kota Mojokerto periode 2004-2009 yang dilatarbelakangi oleh
ususlan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menginginkan kader partainya di
PAW yang duduk dijajaran pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tidak
bertentangan dengan AD/ART PKB dan Undang-undang Republik Indonesia No. 32
tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang disebabkan oleh perpindahan partai dari
PKB ke PKNU dan PPP, dan dalam sejarah politik Islam tindakan pemecetan yang
dilakukan oleh seorang khalifah merupakan hal yang biasa terjadi karena orang yang
diberhentikan dianggap tidak memiliki loyalitas terhadapnya.

Selain itu juga penulis dapat menyimpulkan bahwa mekanisme dan prosedur
Pergantian Antar Waktu tersebut, keputusannya diambil tidak dengan sewenang-
wenang oleh jajaran pimpinan PKB kota Mojokerto tetapi melalui musyawarah
untuk mufakat. Begitu juga ketika surat permohonan PAW masuk ke pimpinan
DPRD kota Mojokerto sebelum dilegalkan pengambilan keputusannya melalui
musyawarah untuk mufakat. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh lembaga a4/
al-hall wa al-’Aqd yang ada pada masa Umar, khulafa’ ar-rasyidin, bani Umayyah
dan bani Abbasiyah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para akademisi, politisi dan
intelektual muslim untuk memperbanyak kajian dan diskusi serta penelitian
mengenai sejarah politik Islam untuk mengetahui secara mendalam tentang
paraktek-praktek pemerintahan dalam sejarah politik umat Islam untuk membangun
masa depan politik umat Islam yang lebih baik dan elegan
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan
dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan
huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Nama

| Alif Tidak dilambangkan

o Ba b Be

< Ta t Te

& Sa s Es (dengan titik di atas)
d Jim j Je

(d Ha h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha kh Ka dan Ha

J Dal d De

3 Zal z . Zet (dengan titik di atas)
J Ra T Er

J Zai z Zet

o Sin s Es

o Syin sy Es dan Ye
e Sad ) Es (dengan titik di bawah)
ol Dad d De (dengan titik di bawah)
hb Ta t Te (dengan titik di bawah)
L Za 'z Zet (dengan titik di bawah)
g Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
4 Gain g Ge

(] Fa f Ef

J Qaf q Ki

4 Kaf k Ka

Jd Lam 1 El

Xii



@ Mim m Em
O Nun n En
J Wau w We
A Ha h Ha
s Hamzah ’ Apostrof
7] Ya y Ya

. Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan

huruf sebagai berikut :

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf &, misalnya adalah.

b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf j, misalnya figh.

c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf v, misalnya usu/.

. Vokal rangkap atau diffong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan

dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkap §' dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya
Syawkaniy. ,

b. Vokal rangkep ' dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya
Zuhayliy. -

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa Aharakat dan huruf,

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) di atasnya, misalnya a/-hal, musyawa.

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddab atau fasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya hurriyah.

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf a/if/am,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai
dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda
sempang sebagai penghubung. Misalnya a/-amanah.

. Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan
Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta’ marbutah yang hidup
dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya a/-musyawarah al-mufakat, atau al-
musyawarat ul mufakat.

. Tanda apostrof (*) sebagai transliterasi huruf samzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya fugaha“ Sedangkan di awal kata,
huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya Jbrahim.

Xiii



BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama rahma Ii ‘ala-alamin yang dibawa oleh nabi
Muhamméd, yang disebarkan di jazirah Arab untuk mengeluarkan manusia dari
alam kejahilayahan memiliki semangat perubahan dan pembaharuan terhadap
kondisi realitas masyarakat Arab pada waktu itu. Nabi Muhammad untuk
menjalankan misi-misi dakwahnya, dia membentuk sistem yang kuat pada
zamannya sebagai media untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran-
ajarannya keluar Kota Mekkah dan Madinah. Dengan pemahaman yang integral
terhadap karakteristik masyarakat Araﬁ yang plural, nabi Muhammad mampu
mendirikan Negara Madinah. Sebagai bukti keberadaan Negara Madinah tersebut
adalah adanya piagam Madinah selain itu juga Negara Madinah bisa dikatakan
sebagai Negara Madinah karena memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai
Negara diantaranya adalah adanya penduduk, wilayah, perjanjian dengan pihak
luar dan pemerintahan walaupun sifatnya sentralistik pada nabi Muhammad.

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi
hubungan antara manusia dan kholignya, tetapi juga antara sesama manusia.
Selama 23 tahun kenabian Muhammad saw. Kedua dimensi ini berhasil
dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, nabi Muhammad

saw menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekkah yang penekenannya



pada aspek aqidah dan ibadah. Tetapi tidak menyampingkan aspek sosialnya. Di
Mekkah nabi dan pengikutnya banyak mendapatkan tekanan dan penindasan dari
kaum Qurais, sehingga nabi banyak merekomendasikan kepadanya pengikutnya
untuk melakukan hijrah keluar Kota Mekkah. Dan pada akhimya nabi dan
pengikutnya mampu membangun kekuatan politis diKota Madinah.

Madinah sebagai Negara pada waktu itu baik pada kepemimpinan nabi
Muhammad dan khulafa ar rasyidin terdapat pembagian kekuasaan dan
pembagian peran, sehingga fungsi-fungsi kepemimpinan tidak hanya dijalankan
oleh khalifah saja. Seperti adanya sekertaris Negara, gubernur dan lain
sebagainya. Kepemimpinan pada masa-masa itu bisa dikatakan sebagai
kepemimpinan yang demokratis, karena keputusan-keputusan yang diambil baik
oleh nabi Muhammad d;n khalifah setelahnya melalui forum musyawarah atau
sharing dengan orang-orang yang disekitarnya yang memiliki kemampuan untuk
memberikan solusi-solusi terhadap problem kenegaraan.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, baik pada masa kepemimpinan nabi
Muhammad, khulafa ar rasyidin, dinasti bani umayyah dan dinasti abbasiyah,
lembaga dewan perwakilan rakyat telah ada dengan penyebutan yang berbeda-
beda, seperti Ah/ al-syura Ahl al-hikmah, Ahl al-hall wa al-’Aqd, Ahl al-ikhtiyar
dan lain sebagainya. Yang memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga

perwakilan rakyat yang membuat undang-undang atau peraturan sekaligus



sebagai lembaga yang memberikan pertimbagan atau usulan-usulan kepada

khalifah.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik
barat terhadap Islam, pemikiran A4/ al-hall wa al-’Aqd juga berkembang. Para
ulama siyasah para ulama mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga
perwakilan rakyat DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka
mengemukakan gagasan tentang Ah/ al-hall wa al-’Aqd ini dengan
mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di
barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota AA/ al-hall wa al-’Aqd
atau DPR ini menurut al-anshari dilakukan melalui beberapa cara :

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini
masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota Ah/ al-hall
wa al-’Aqd sesuai dengan pilihannya

2. Pemilihan anggota Ah/ al-hall wa al-’Aqd melalui seleksi dalam masyarakat

3. Di samping itu juga, ada juga anggota Ah/ al-hall wa al-’Aqd yang diangkat
oleh kepala Negara.'

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang menjadi referensi untuk
menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bemegara, mengajarkan untuk
menyelesaikan permasalahan atau problem keumatan dan kebangsaan, harus

diselesaikan melalui musywarah. Musyawarah ini adalah sebagain dari tugas dan

! Muhammad iqgbal, figh siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam, h. 143



kewenagan lembaga Ah/ al-hall wa al-’Aqd atau Ahl al-syura yang ada dalam
sejarah pemerintahan Islam.2 Di dalam al-quran penggunaan kata syura terdapat
pada tiga ayat. Pertama, surat Q.S al-Baqarah (2): 233 yang membicarakan
tentang kesepakatan yang harus dilalui oleh suami istri yang ingin menyapih
anak sebelum dua tahun. Kedua, Q.S.Ali Imran (3) 159 dan ketiga, Q.S.asy-
Syura(42): 159 isinya berbicara tentang penyelesaian masalah atau urusan yang
harus diselesaikan melalui musyawarah dan sifatnya lebih umum dalam konteks
yang luas. sebagai berikut :

Q.S. Ali Imran ayat (3); 159

z Le
- PR o § s es Toos - 7 ‘.fr ",’,’}’z Gt e e 7
é/U}}-O.o"-ﬁ-D. .'YL.,J-RJ"JQ-LQ. Lkﬁk_a.s"' )J ﬁ.'g_‘.J’" A”‘o.o?_q_’-‘)w;

c e

O & Je U558 Elze ,xu dr.a)}l...) [,.‘Lju..ﬁl, e Zasls

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”.

6

A

C

Syura dan demokrasi merupakan dua istilah yang berbeda tetapi memiliki

subtansi yang sama, perbedaannya adalah sumber legitimasinya, demokrasi

? ibid, h., 141



legitimasinya berasal dari rakyat sedangkan syura legitimasinya berasal dari
Tuhan. Demokrasi berasal dari barat sedangkan syura berasal dari Islam.
Subtansinya dari dua istilah tersebut adalah musyawarah, persamaan, keadilan
dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan diatas musyawarah yang ada dalam
sejarah pemerintahan Islam, merupakan media untuk pengambilan keputusan
secara bersama-sama untuk menghindari prilaku pemimpin yang otoriter dan
sewenang-wenang. Begitu juga dalam system demokrasi, musyawarah
merupakan media pengambilan keputu;an yang dilakukan oleh lemabaga
perwakilan Rakyat atau yang biasa disingkat dengan istilah DPR, yang
keanngotaanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Dewan perwakilan rakyat (DPR), merupakan lembaga perwakilan rakyat
yang ada dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi, yang memiliki
kewenangan uﬁtuk membuat  Undang-undang, pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh eksekutif,
memberikan usulan-usulan terhadap eksekutif dan lain sebagainya. Selain itu
juga Dewan perwakilan rakyat merupakan anggota partai tertentu yang menjadi
peserta pemilihan umum. Secara structural kelembagaan DPR tidak hanya berada
dipusat pemerintahan, tetapi juga ada di daerah yang pemilihannya bersamaan
dengan pemilihan anggota DPR pusat dalam satu pemilihan umum, mengenai
fungsi, hak serta tugas dan kewenangannya tidak ada pebedaan. Yang menjadi

perbedaannya hanyalah wilayah kerjanya. Kalau DPR melakukan pengawasan



terhadap eksekutif yang ada dipusat yakni presiden beserta jajarannya sedangkan
DPRD melakukan pengawasan terhadap eksekutif didaerah yakni bupati beserta
jajarannya atau gubernur beserta jajarannya.

Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, dalam UU. no. 32 tahun
2004, dijelaskan unsur-unsur penyelenggara pemerintahan di daerah terdiri dari,
pertama, pemerintah daerah dan DPRD.” DPRD sebagai bagian dari
penyelenggara pemerintah daerah merupakan lembaga perwakilan di daerah yang
dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang masa
jabatannya selama 5 (lima) tahun dan diusung oleh partai politik yang memiliki
hak untuk mengikuti pemilihan umum setelah adanya proses verifikasi oleh
KPU. Selain itu juga DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran &an pengawan
sekaligus hak untuk interplasi, angket dan menyatakan pendapat.

Dalam sistem demokrasi anggota DPR atau DPRD, apabila melakukan
pelanggaran terhadap kode etik anggota dewan dan melanggar komitmen dengan
partai politik pengusungnya dalam pemilu atau mengundurkan diri secara
tertulis. Partai politik pengusungnya boleh mengajukan pergantian antar waktu
(PAW). Alasan-alasan terjadinya PAW atau diberhentikan antar waktu Menurut
UU no 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap

secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

3 Undang-undang no 32. tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 19 ayat 2



2. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota DPRD.

3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik
DPRD

4. Tidak Melaksnakan Kewjiban Anggota DPRD

5. Melanggar larangan bagi anggota DPRD

6. Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melaﬂggar tindak pidana dengan ancaman
pidana singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.*

Pegantian antar waktu (PAW) yang terjadi terhadap anggota DPRD
Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto disebabkan oleh, perpindahan partai
politik. Dari partai kebangkiatn bangsa (PKB) ke partai kebangkitan nasional
ulama (PKNU). Anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu tersebut,
dulunya dalam pemilihan umum tahun 2004 merupakan anggota partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan terpilihnya sebagai anggota DPRD
berangkatnya melalui partai tersebut. Menjelang pemilihan umum 2009 partai
Kebangkitan Bangsa pecah menjadi 2 (dua) kubu yakni kubu muhaimin iskandar
dan kubu KH Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur.
Selain itu juga muncul partai Kebangkiatan Nahdatul Ulama yang
mengatasnamakan partainya orang-orang NU, NU yang nota bane adalah ormas

terbesar di Indonesia dan massanya menjadi rebutan partai tersebut. Alasan-

* Ibid., pasal 55 ayat 2



alasan secara garis besarnya yang menyebabkan tefjadinya pembehentian terhadap
anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Selain alasan diatas penulis melakukan penelitian di Kota Mojokerto,
disebabkan proses pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut dilakukan
oleh pimpinan DPRD untuk mem-PAW dirinya sendiri selaku pimpinan DPRD
Kota Mojokerto sendiri, yang menyebabkan proses PAW tersebut berjalan alot
dan jumlah yang di PAW sampai 5 (lima) orang. Selain itu juga PAW yang
terjadi hanya di intemal FKB Kota Mojokerto yang terjadi seperti hal ini yang
disebabkan oleh perpindahan keanggotaan partai pimpinan DPRD tersebut dari
partai Kebangkitan Bangsa ke partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
untuk penjelasan secara detail akan dijabarkan pada BAB III .

Berdasarkan penjalasan diatas, penulis ingin menjelaskan arti penting dari
penelitian ini, bagaimanakah fikih siyasah melihat mengenai pergantian antar
waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, apakah
dalam sajarah Islam pemnah perpindahan partai politik atau golongan dan
bagaimanakah mekanisme dan prosedurnya. Karena dalam literatur yang ada
hanya tugas dan fungsi lembaga AA/ al-hall wa al-’Aqd, mengenai prosedur dan
mekanisme pemilihannya serta pergantian antar waktu anggota Ah/ al-hall wa al-’Aqd
belum dijelaskan.

Melihat konsepsi negara demokrasi modem ini yang memiliki lembaga

perwakilan yang menjadi representasi suara rakyat, dan partai politik sebagai



alat perjuangan untuk mencapai tujuan bersama. Merupakan sistem yang
bertujuan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan berprilaku
sewenang-wenang, karena konsepsi demokrasi memiliki pengertian pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dengan adanya dewan
perwakilan rakyat (DPR) pemerintahan yang sedang berjalan akan terkontrol.
Begitu juga dalam sejarah pemerintahan Islam dengan adanya lembaga A4/ al-
hall wa al-’Aqd yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan kontroling
terhadap khalifah sekaligus memberikan perimbangan-pertimbangan sebelum

khalifah mengambil kebijakan.

. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme, prosedur dan alasan-alasan terjadinya PAW Anggota
DPRD FKB Pemkot Mojokerto 2004-2009?
2. Bagaimanakah Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Pergantian Antar Waktu

Anggota DPRD FKB Pemkot Mojokerto?

. Kajian Pustaka
Buku atau penelitian yang membahas permasalahan Pergantian antar
waktu (PAW) anggota Dewan ‘Perwakilan Rakyat (DPR) pusat atau

Kabupaten/Kota dalam perspektif fikih siyasah ini belum terlalu banyak.. Oleh
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karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini supaya bermanfaat
bagi banyak orang, khususnya para akademis, aktifis partai politik dan
penyelenggara pemerintahan, karena pembahasan mengenai hal tersebut dalam
literature sejarah politik Islam belum terlalu banyak disentuh atau menjadi obyek
bahasan para intelektual muslim. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada di
Indonesia adalah orang-orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat, yang
menjadi wakil rakyat di parlemen uﬁt,uk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam
sejarah pemerintahan Islam Dewan Pe&ahlm Rakyat (DPR) dikenal dengan
istilah Ahl al-hall wa ai-’Aqd yang keanggotaannya ditunjuk secara langsung
oleh khalifah yang memiliki tugas hampir sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) yang ada pada hari ini, dan yang menjadi fokus kajian atau obyek
penelitian dari skripsi ini adalah permasalahan pergantian antar waktu (PAW)
anggota DPRD Kota Mojokerto, yang akan ditinjau dari perspektif fikih siyasah,
Apakah dalam literature sejarah pemerintahan Islam terdapat mekanisme
pergantian antar waktu anggota A#/ al-hall wa al-’Aqd atau Ahl al-syura apabila
terjadi pelanggaran etika atau komitmen-komitmen politis yang dibangun antara

seorang khalifah dengan anggota lembaga tersebut.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengethui mekanisme dan piosedur pergantian antar waktu (PAW)

anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.
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2. Untuk mengetahui dan mendalami pandangan siyasah terhadap pergantian
antar waktu (PAW) anggota DPRD' Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota

Mojekerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan secara teoritis adalah :

a. Menambah wawasan dan referensi bagi sivitas akademika dan lembaga
pendidikan di seluruh Indonesia terkait peraturan atau undang-undang yang
mengatur tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu (PAW)
anggota DPRD dan pandangan siyasah terhadap pergantian antar waktu
(PAW) anggota DPRD.

b. Memberikan sumbangsih untuk dinamika intelektual sebagai upaya
peningkatan wawasan dan pemahaman mengeﬁai peraturan atau undang-
undang yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur pergantian antar
waktu (PAW) anggota DPRD dan pandangan fikih siyasah terhadap
pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah: éliharapkan bermanfaat bagi
para penyenggara pemerintahan, praktisi politik dan anggota DPR atau DPRD

Kabupaten/Kota sekaligus propinsi sebagai pemegang kebijakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan adil.



F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan

terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis

perlu menjelaskan maksud dari judul di atas :

Ahl al-hall wa al-’Agd

Pergantaian antar waktu (PAW) :

DPRD

Fraksi PKB

UU No 32 Tahun 2004

: orang yang dapat memutuskan dan mengikat,

orang yang memiliki kewenagan untuk
memutuskan dan menentukan sesuatu atas
nama umat

Pergantian anggota DPRD dikarenakan
meninggal dunia, mengundurkan diri atas
permintaan sendiri secara tertulis dan
diusulkan oleh partai politik yang

bersangkutan.

: DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat

daerah dan berkedudukan sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah

: Kelompok dewan yang mewakili satu

organisési atau partai, khususnya partai
Kebangkitan Bangsa. Pecahan, bagian atau

seksi

: Undang-undang tentang pemerintahan daerah
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Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah tinjauan fikih siyasah
terhadap mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD
Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto Sebagai bagian dari lenbaga

penyelenggara pemerintahan di daerah.

G. Metode Pembahasan
Penelitian ini dilakukan secara ’bertahap dengan cara mengakomodasi
semua data yang terkait.
1. Populasi dan sample
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota
Mojokerto yang berjumlah (25) dualima anggota DPRD. sedangkan
samplenya adalah anggota DPRD yang berasal dari Fraksi Kebangkitan
Bangsa yang beerjumlah (6).enam Dan jumlah orang yang akan diwawancara
dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pergantian antar waktu anggota
DPRD FKB Kota Mojokerto sejumlah 5 (lima) orang dengan komposisi
sebagai berikut:
a. 2 (dua) orang yang PAW
b. 1 (Satu) orang dari partai Kebangkitan Bangsa
c. 1 (satu) orang dari pihak eksekutif
d. 1 (satu) orang dari lembaga keleﬂgakapan DPRD Kota Mojokerto yakni

badan kehormatan (BK) periode 2004-2009
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Mojokerto Fraksi
Kebangkitan Bangsa. J1. Brawijaya No.108 Kota Mojokerto.
3. Subyek Penelitian
Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah fungsionaris partai
Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, anggota DPRD Fraksi Kebangitan
Bangsa yang terkena sanksi pergantién antar waktu, sekaligus orang-orang
atau lembaga yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan
keputusan untuk pergantian antar waktu anggota DPRD tersebut yang
berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.
4. Data yang Dikumpulkan |
Data yang dikumpulkan dokumen surat keputusan dan surat
permohanan dalam proses pergantian antar waktu tersebut sekaligus
melakukan wawancara dilapangan.dalam penelitian yang dipergunakan studi
lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data dari buku,
jurnal, artikel dan referensi lainnya, sedangkan studi lapangan digunakan
untuk mendapatkan data dari pelaku politik yang terlibat dalam proses
pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Mojokerto.
5. Sumber Data

Sumber data yang digunakankan dalam penelitian ini adalah:



15

a. Sumber Primer
Sumber primer dalam penelitian ini adalah fungsionaris,dewan
partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPRD Kota Mojokerto dan orang-
orang yang terkait dalam proses pergantian antar waktu tersebut.
b. Sumber Sekunder
Merupakan sumber pendukung yaitu referensi atau yang ada
relevensinnya dengan bahasan penelitian ini,
1) Siyasah karya A. Djazuli, Fikih Politik Islam karya Abdullah Khaliq
2) Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karya Muhammad
Igbal
3) Dasar-dasar Ilmu Politik karya Mariam Budiarjo
4) Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II Dr. Badri Yatim, M. A.
6. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Yaitu melakukan pengamatan, pengawasan, peninjauan,
penyelidikan dan riset secara langsung,.
b. Wawancara/ Interview
Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan

si penjawab dengan menggunakan alat.’

5 Moh. Nazir, Metode Penelitian, h. 234
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¢. Dokumentasi
Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian
terhadap data tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal
ini dokumen yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan mekanisme
dan prosedur serta alasan-alasan terjadinya pergantian antar waktu
anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.
7. Teknik Pengolahan Data
Seluruh data yang terkmhpul akan secara bertahap, yakni dengan
tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu mengadakan ﬁemeriksaan kembali data fentang alasan-
alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu
anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang alasan-
alasan serta prosedur dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu
anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

¢. Analizing, yaitu tahapan analisis térhadap alasan-alasan serta prosedur
dan mekanisme terjadinya pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Kota Mojokerto. Sehingga akan
ditarik suatu kesimpulan tentang alasan terjadinya pergantian antar

waktu (PAW),
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8. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif
analisis, yaitu bertujuan mendiskripsikan rﬁasalah yang ada sekarang dan
berlaku berdasarkan data tentang alasan-alasan serta prosedur dan
mekanisme terjadinya pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi
Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto yang didapat dengan mencatat,
menganalisa dan menginterpretasikanﬁya, sedangkan tekhnik analisis yang
digunakan adalah diduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan, atau
konsep teori yang bersifat umum untuk dikonsultasiakan dengan fakta fakta
yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus,
dalam penelitian yang dimaksud adalah berangkat dari pembahasan tentang
teori Ahl al-hall wa al-’Aqd yang ada dalam sejarah pemerintahan Islam
khususnya pada khulafa ar rasyidin. Kemudian dijadikan sebagai pisau
analisa untuk permasalahan politik modern hari ini, khususnya permasalahan
Pergantian antar waktu (PAW) yang terjadi di Fraksi Kebangkitan Bangsa

(FKB) yang terjadi di Kota Mojokerto.

H. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan
dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka
pembahasannya di bab—bal} yang masing-masing bab mengandung sub bab-sub

bab, selanjutnya sistematika pembahasan yang disusun sebagai berikut:
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori tentang tugas, kewenangan dan
praktek A#/ al-hall wa al-’Aqd dalam sejarah pemerintahan Islam perspektif fikih
siyassh. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian A4/ al-hall wa al-’Aqd,
tugas dan kewenangan AA/ al-hall wa al-’Aqd, dan Prakteknya dalam sejarah
pemerintahan Islam.

Bab ketiga penulis akan menguraikan data hasil penelitian tentang
mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anngota DPRD Fraksi
Kebangkitan Bangsa Kota Mojekerto menurut Undang-Undang No 32 Tahun
2004. Pada bab ini akan membahas tentang pengertian PAW, alasan-alasan
terjadinya PAW anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto,
mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi
Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto.

Pada bab keempat merupakan analisis tentang mekanisme dan prosedur
pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota
Mojokerto perspektif fikih siyasah. Bab ini akan membahas tentang analisis
mekanisme dan prosedur pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi

Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, serta pandangan fikih siyasah terhadap
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Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto, serta pandangan fikih siyasah terhadap
pergantian antar waktu anggota DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota
Mojokerto.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



BABII
KONSEPSI AHL AL-HALL WA AL-’AQDDALAM
PERSPEKTIF FIKTH SIYASAH

A. Pengertian Ahl al-hall wa al- ‘Aqd

Secara bahasa Ah/ al-hall wa al-‘Aqd memiliki pengertian “orang-orang
yang melepas dan megikat” atau “orang yang dapat memutuskan dan mengikat”.
Sedangkan menurut para Ahli fiqih siyasah, A4/ al-hall wa al-‘Aqd adalah orang-
orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menéntukan sesuatu
atas nama umat (warga negara). atau lembaga perwakilan yang menampung dan
menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.' Keanggotaan dari lembaga
ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan
aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokratis
dan berlangsung secara langsung sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk
menentukan pilihannya.

Istilah A4/ al-hall wa al-‘Agd dikalangan para ulama memiliki perbedaan
penyebutan, ada yang menyebutnya sebagai lembaga Ah/ al-ikhtiyar, Akl al-
syawkal, Ahl al-syura, Ahl al-ijtihad dan ulil Amri, Perbedaan istilah tersebut

dikarenakan melihat tugas dan fungsi atau kewenangan dari lembaga AA/ al-hall

! Muhammad Iqbal, Figih Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama), h.138

20
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wa al-’Aqd tersebut yakni memilih seorang khalifah, menetapkan undang-
undang, melakukan musyawarah, dan melakukan controling terhadap kinerja
khalifah didalam menjalankan roda kepemimpinannya. Karena mengacu pada
pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam
menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan
hidup mereka” 2

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lembaga AA/ al-hall wa al-
’Aqd lebih dikenal dengan sebutan AA/ a]-syl'l}'a'. Lembaga Ah/ al-syura pada
masa itu oleh para sahabat digunakan sebagai media untuk memilih pengganti
kepala negara dan bermusyawarah untuk merumuskan arah kebijakan negara.
Yang menjadi anggotanya adalah para sahabat senior yang ditunjuk oleh khalifah
untuk membantunya dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan roda
pemerintahan.

Musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat adalah usaha untuk
menjaga tradisi yang dilakukan oleh nabi Muhammad sekaligus menjalankan
perintah Al-Qur’an yang mengganjurkan kepada manusia untuk melakukan
musyawarah apabila ada permasalahan .publik yang membutuhkan solusi dan
pemikiran cemerlang dari para Ahli. Nabi Muhammad semasa hidupnya gemar

melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menyelesaikan

2 Ibid, h. 238
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permasalahan umat baik itu permasalahan ekonomi, politik dan strategi perang.
Musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan untuk menghindari
prilaku yang oforiter dan sewenang-wenang. Dengan musyawarah masyarakat

akan puas terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

. Tugas dan Kewenangan Ah/ al-Hall wa al-’Aqd
Sebelum  penulis menjelaskan terlalu jauh mengenai tugas dan
kewenangan AAh/ al-hall wa al-’Aqd dalam sistem politik Islam, penulis sekilas
akan menjabarkan mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam
ajaran Islam.
Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh semesta
alam memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan di
dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan
kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera. Diantara prinsip-prinsip
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Prinsip al-Syura
Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur’an
dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan
bernegara dan berbangsa yang dijadikan media wntuk mufakat apabila terjadi
perselisihan pendapat. Melaui musyawarah atau dialog, kekuasaan yang

bersifat absolut atau oforiter akan dapat diminimalisir. Karena dalam forum
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musyawarah setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau
umat bisa dicarikan solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan-

alasan yang rasional.’ Dalam al-Qur’an dijelaskan pada surat Q.S.asy-syura

(26): 38

200 s A o2 20k
(ot S92y
Artinya: "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka"?

2. Prinsip a/-Musyawa dan al-Tkha
Prinsip ini mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan.

Didalam al-Qur’an dijelaskan pada Q.S. a/-Hujarat(49). 13
oy 15568 JUSy G sy S5 1 sk g L Gy

S e A O 5T A At s

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal'.

3 A. Maftuh Abegibriel, A. Yani Abeveu'o SR-ins team, Negara T uban The Thematic
Encyclopedm, h.1
* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 789
* Ibid, h. 847
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Dalam sejarah kepemimpian nabi Muhammad di Madinah, prinsip
persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi Muhammad dipraktekkan ketika ia
menyusun piagam Madinah. dimana nabi mengakui adanya perbedaan latar
belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban
yang sama bagi seluruh masyar‘akat. Islam menganut prinsip persamaan
dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah
kualitas ketagwaan individu. Kebérpihakan Islam pada pﬁnsfp persaudaraan
dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya
pengakuaan terhadap persaudraan semesta dan saling menghargai diantara
sesama umat manusia schingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan
damai.

. Prinsip al-’Adalah

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan
yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi penuh kejujuran dan ketulusan
serta integritas. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur’an dijelaskan dalam Q.S.
al-Maidal(5):8
2 055 0T (5850 ) Sl i 4 1,081, il G
O 5asd Uy S A O 1,280 (o5 L7 a1 e 1 Jas of
Artinya: "Hal orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sckali-kali kebencianmu terhadap
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sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan".®
Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam
kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi, politik
dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya
keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.
. Prinsip a/-Hurriyah
Kebebasan berpendapat dan berckspresi merupakan bagian dari hak
azasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Secara
fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan
untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam Islam
prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu

agama mendapatkan perhatian dalam al-Qur’an. Seperti dalam surat Q.S. al-

Bagarah (2): 256 Allah swt berfirman.

4

- {o . o‘j ’:" - " Lo

Artinya: " Tidak ada paksaan untuk (inemasuki) agama (Islam); sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".’

S Ibid, h.159
7 Ibid., b. 63
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5. Prinsip al-Amanah

Dalam konteks kehidupan - bernegara dan berbangsa, amanah
merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk
menjalankan roda pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai
kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah
rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya
untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh
tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda
pemerintahan. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur’an dijelaskan dalam surat

an-Nisa’ ayat (4): 58 Allah swt berfirman.
Gl ) ety 3 of a2l i gy

Artinya: ’"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya”®

6. Prinsip as-Salam
Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara. Islam sebagai agama
Rahmatan lil ‘alamin mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek
kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad

tersebut. Maka dalam doktrin politik Islam prinsip perdamaian merupakan

® Ibid.h. 128.
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prinsip yang ditegakkan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam al-qur’an
Q.S. al-Anfal (8):61.

A G 5 8y o 5T W L 5
Artinya: "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah

kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetah uil’

7. Prinsip at-Tasamuh

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap
individu didalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu
negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku dan bahasa.
Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga setiap

individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain.'
Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan
menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama
pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Sesuai

dengan firman Allah swt dalam Q.S. a/-Kafirun (109): 6.

s s
REREIPLCIIAN

Artinya: Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku."

9 .
Ibid., 271
1 A. Maftuh Abegibriel, A. Yani Abeveiro, SR-ins team, Negara Tuhan The Thematic
Encyclopedia, h. 2-11
' Departemen Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1112
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Salah satu dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam Islam
tersebut, kita mendapati bahwa konsep Syura merupakan bagian dari perintah
Allah swt dan sunnah nabi Muhammad yang harus menjadi pegangan bagi
seorang pemimpin atau khalifah didalam menjalankan roda-roda pemerintahan
untuk menghindari perr;erintahan yang otoriter dan diktator .dengan tujuan
mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berwibawa.

Musyawarah dalam konsep Islam dikenal dengan kata Syura yang berasal
dari kata sa-wa-ra yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang
lebah. Sejalan dengan makna tersebut syura dalam konsep politik Islam memiliki
pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain
(termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebaikan.'?

Dalam al-qur’an kata syura terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam Q.S.
al-Baqarah (2): 233 yang membicarakan kesapakatan (musyawarah) yang harus
ditempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun.
Sedangkan ayat kedua dan ketiga terdapat dalam Q.S. A/l Imran (3): 159 dan
Q.S. asy Syura (26): 38, dalam ayat tersebut berbicara lebih umum dalam
konteks yang lebih luas. Dimana Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad

dan para sahabatnya untuk melakukan musyawarah apabila ingin mengambil

12 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 85
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suatu kebijakan terkait kepentingan publik. Sebagaimana tersebut dalam Q.S. A/
Imran (3):159:

. 020 .

A g Hw‘-*")

Artinya: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Dan Q.S.asy-Syura

2 - P o})o

e )9 r-“/’

Artinya: "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara
mereka" "’

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa yang dimusyawarahkan
adalah a/-Amar, yang secara sederhana kata “amar’ dapat diartikan dengan
urusan, persoalan atau permasalahan. Sedangkan kata ” amrubum’ berarti urusan
mereka. Urusan itu bukan urusan individu, kelompok atau golongan elit
melainkan urusan mereka bersama dan urusan rakyat secara keseluruhan.
Selanjutnya kata “syira bainahuni’ harus diputuskan melalui diskusi dan
konsultasi bersama bukan diputuskan oleh seorang individu atau golongan elite
yang tidak mereka pilih atau setujui.'*

Musyawarah dapat dilakukan untuk mengambil suatu keputusan atau
kebijakan dalam segala urusan, asalkén tidak bertentangan dengaﬁ ajaran Islam.

Karena musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam

1 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan T erjemahnya, h, 789
4 Fazlur Rahman, Masalah-Masalah Teori Politik, h. 127
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kehidupan sosial umat Islam. Konsep Musyawarah yang ada dalam ajaran Islam
suara mayoritas tidak harus selalu dimenagkan tetapi suara minoritas juga
memiliki kesempatan untuk menjadi keputusan musyawarah apabila suara
mayoritas tidak rasional. '

Sebagaimana halnya dalam sistem politik Islam yang mengajarkan
musyawarah sebagai media pengambilan kebijakan untuk kepentigan publik,
dalam sistem politik modern khususnya demokrasi terdapat juga ajaran
musyawarah yang dilkakukan oleh lembaga perwakilan yang dikenal dengan
DPR/DPRD sebagai lembaga pembuat undang-undang dan peraturan
daerah.menurut Sadek J. Sulaiman mantan duta besar Oman untuk PBB
mengemukakan tujuh prinsip demokrasi diantaranya'>:

1. Kebebasan berbicara

2. Adanya pelaksanaan pemilu

3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas taﬁpa mengabaikan kontrol minoritas.
4. Adanya Partai politik

5. Adanya pemisahan kekuasaan yakni eksekutif legislatif dan yudikatif

6. Adanya supremasi hukum

7. Adanya kebebasan untuk berekspresi dan berbuat.

15 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah.....h. 191
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Berdasarkan prinsip-prinsip di at.as, bahwa demokrasi sesuai dengan
konsep syura yang ada dalam ajaran Islam. Secara esensi, baik demokrasi
maupun syurg sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan
peran penting civi/ society dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara
yang direpresentasaikan oleh eksekutif. Demokrasi dan syura juga menekankan
pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan kedua konsep
tersebut sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan
dan sikap diskriminatif pemerintahan yang berkuasa.

Sistem demokrasi yang memiliki prinsip harus ada pemilihan umum untuk
memilih kepala negara dan anggota perwakilan yang akan duduk di parlemen
meniscayakan adanya partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum
dan sebagai pengusung calon kepala negara dan calon anggota dewan
perwakilan. Partai politik sebagai peserta pemilu memiliki binaan kader yang
mengisi jajaran struktural partai politik tersebut yang nantinya akan
berkompetisi untuk mendapatkan mandat rakyat sebagai anggota dewan
perwakilan rakyat yang djkenal dengan DPR/DPRD.

Berbeda dengan sistem politik Islam, yang dalam sejarahnya kepala
negara atau khalifah dan anggota A#k/ al-Hall wa al-’Aqd dipilih bukan melalui

pemilihan umum tetapi melalui penujukan khalifah sebelumnya atau melalui
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musyawarah anggota Ah/ al-hall wa al-’Aqd yang keanggotaannya di tunjuk oleh
khalifah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih khalifah.
Lembaga Ah/ al-hall wa al-’Aqd sebagai lembaga dalam sejarah politik
Islam memiliki tugas sebagai berikut:. |
1. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
2. Tugas untuk memecat dan memberhentiakan khalifah
3. Tugas untuk membuat undang-undang.'
Sedangkan kewenagan lembaga Ah/ al-hall wa al-’Aqd adalah sebagai
berikut:
1. Ahl al-hall wa al-’Aqd memberikan masukan atau pertimbangan-
pertimbangan kepada khalifah
2. Ahl al-hall wa al-’Aqd mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat
3. Ahl al-hall wa al-’Aqd mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat
yang akan menjadi calon khalifah.
4. Khalifah atau presiden hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau
undang-undang kepada lembaga Ah/ al-hall wa al-’Aqd agar dapat

pengesahan.'’

16 Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, h. 191
17 Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan
Sejarah Pemikiran Politik Islam, h. 180
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Lembaga Ah/ al-hall wa al-’Aqd dalam sejarah politik Islam memiliki

keanggotaan yang terbatas dan ditunjuk lansung oleh khalifah. Orang-orang yang

menjadi anggota Ah/ al-hall wa al-’Aqd harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1.

2.

Adil

Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut dapat
mengetahui siapa saja yang layak menjadi khalifah dan mampu menciptakan
produk undang-undang yang berkualitas.

Ahl al-hall wa al-’Aqd harus terdiri dari para pakar menejemen yang dapat
memilih siapa yang lebih pantas untuk menjadi khalifah.'®

Kalau menurut imam al-Mawardi AA/ al-Ikhtiyar atau Ahl al-hall wa al-

’Aqdharus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.

2.

Memiliki sikap adil
Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa

yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai khalifah

. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka

memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi khalifah.

Melihat tugas, kewenangan dan syarat untuk menjadi anggota AA/ al-hall

wa al ‘Aqd, maka kedudukannya bisa dikatakan sebagai panitia pemilihan kepala

18 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, h.109
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negara atau dewan perwakilan rakyat yang dalam sistem politik demokrasi tidak
langsung memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih presiden dan membuat
undang-undang.

Perbedaan antara lembaga Ah/ al-hall wa al-’Agd yang ada dalam sistem
politik Islam klasik dan sistem politik moden khususnya Demokrasi, anggota
Ahl al-hall wa al-’Agd ditunjuk langsung oleh khalifah sedangkan Dewan
Perwakilan Rakyat keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui
Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh suatu Komisi yang dibentuk oleh
presiden. Untuk dapat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat pada sistem
demokrasi ada proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, setelah itu
baru didaftarkan menjadi calon anggota legis/atif ke lembaga penyelenggara
Pemilihan Umum. Orang-orang yang dapat direkrut menjadi calon anggota
legislatif oleh suatu partai politik, terlebih dahulu harus menjadi anggota atau
kader dari partai politik tersebut.

Mekanisme pengambilan keputusan oleh lembaga Akl al-hall wa al-’Agd
adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan mekanisme
pengambilan keputusan selain melalui Voting dan Lobiying. Begitu juga dengan
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang ada dalam sistem politik demokrasi,

musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan dan keputusan.
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Dalam sistem politik demokrasi 'khususnya di Indonesia yang menganut
sistem multipartai, dimana partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen
berdasarkan suara yang diperoleh pada waktu penyelenggaraan Pemilu. Bagi
kader partai politik yang memiliki suara terbanyak berhak untuk duduk di
parlemen untuk mewakili partainya. sehingga dalam sistem politik Indonesia
dikenal istilah electoral threshold yang memiliki pengertian sebagai jumlah
minimum dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi
di lembaga perwakilan rakyat.'” Apabila ditengah perjalanan kader partai poltik
tersebut melakukan pelanggaran atau mengkhianati partai politik pengusungnya
dengan cara berpindah partai politik, maka partai politik pengusung pada waktu
pemilihan calon anggota legislatif berhak untuk melakukan Pergantian Antar
Waktu.?® Dalam sistem politik Islam istilah pergantian antar waktu belum
dikenal, tetapi apabila anggota AA/ al-hall wa al-’Aqd melakukan pelanggaran
maka khalifah memiliki kewenangan mtﬁk memberhentikannya sekaligus akan
mendapatkan sanksi mori.ﬂ dari publik.

Pergantian antar waktu (PAW) dalam sejarah politik Islam khususnya
dalam Lembaga Ah/ al-hall wa al-’Aqd belum dikenal, tetapi praktek yang
terjadi adalah khalifah akan memecat Gubernur yang tidak memiliki loyalitas

dan' yang tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh khalifah. Dan

' Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, h..20
2 Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
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dalam prakteknya juga khalifah akan berkonsultasi kepada lembaga AA/ al-hall
wa al-’Aqd sebelum pemecatan dilakukan.

Pemecatan terhadap anggota AA/ al-hall wa al-’Agd dalam sejarah politik
Islam dilakukan oleh khalifah, karena khalifah memiliki kewenangan untuk
mengangkat dan memberhentikan AA/ al-hall wa al-’Aqd sekaligus memiliki
kewenangan untuk menunjuk hakim negara yang akan ditugaskan diwilayah
kekuasaannya. Tetapi sctelah khulafa ar rasyidin khalifah akan menunjuk
anggota Ah/ al-hall wa al-’Aqd berdasarkan kedekatan kekeluargaan dan hanya
mejadi legitimasi khalifah untuk menetapkan calon putra mahkota yang akan

melanjutkan estafet kekhalifahan.

C. Praktek AA/ al-hall wa al-’Agd dalam Sejarah Pemerintahan Islam
Dalam sejarah politik umat Islam pasca kepemimpinan nabi Muhammad,
terjadi perdebatan yang sengit antara kaum Anshar dan Mubhajirin, mengenai
siapa yang berhak menjadi pengganti nabi Muhammad untuk memimpin umat
Islam. Menurut kepercayaan orang syi’ah, Nabi telah menetapkan Ali bin Abi
Thalib sebagai pengganti atau imam bagi ummat Islam sepeninggalnya.?!
Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui musyawarah dalam suatu

pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah nabi Muhammad wafat

2! Ahmad Syafii Maarif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah
Kenegaraan, h. 24
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bertepatan dengan belum dimakamkannya jenazah nabi Muhammad. Inilah yang
menjadi alasan keluarga nabi Muhammad mafah, kuhususnya Fatimah. Sebelum
jenazah nabi Muhammad dimakamkan, kelompok Anshar melakukan pertemuan
dibalai Saqgifah untuk mengangkat Sa’ad bin Ubadah tokoh anshar dari suku
Khazraj sebagai pengganti nabi Muhammad. Pertemuan tersebut terdengar
sampai telinga Umar bin Khattab, dalam keadaan gusar Umar bin Khattab cepat-
cepat kerumah nabi Muhamad dan menyuruh seseorang untuk memanggil Abu
Bakar supaya keluar. Semula Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk
tetapi pada akhirnya Abu Bakar keluar dan diberitahu ada pertemuan kelompok
Anshar dibalai Saqifah, setelah itu mereka berangkat dan ditengah perjalanan
mereka bertemu dengan Abu Ubaidah biﬁ Jarrah sahabat senior.??

Sebelum tiga tokoh tersebut sampai di balai Saqifah, perdebatan panjang
telah terjadi mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti nabi Muhammad.
Melihat kondisi perdebatan tersebut Umar bin Khattab angkat bicara tapi
ditahan oleh Abu Bakar. Dan ymé yang berbicara adalah Al;u Bakar yang
menyampaikan hadis nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kepemimpinan
umat Islam berada ditangan kaum Quraisy serta mengigatkan bahwa Yastrib
sebelum datang Islam sering terjadi peperangan antar suku. Mendengar ucapan

Abu Bakar tersebut, orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan dan Umar

2 Munawir Sjadzali, J/s/am dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran, h. 21



38

tidak menyia-yiakan mc;mentum tersebut dan langsung membas’ar Abu Bakar
setelah itu diikuti oleh orang-orang yang ada di balai Saqifah tersebut.?

Bila diperhatikan lebih jauh, pertemuan di balai saqifah merupakan titik
tolak yang sangat penting dalam sejarah politik Islam pada masa awal.
Pertemuan tersebut dapat disebut sebagai pelaksanaan syura pertama dikalangan
ummat setelah wafatnya Nabi. Pada hari berikutnya pemilihan Abu Bakar
dikuatkan oleh jjima’(konsensus) umat Islam melalui ba;’at.*

Sedangkan pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah berbeda
dengan pengangkatan Abu Bakar, terpilihnya Umar bin Khattab menjadi
khalifah adalah melalui penunjukan atau wasiat oleh Abu Bakar sebagai khalifah
pertama. Pada tahun ketiga Abu Bakar' sejak menjabat sebagai khalifah, ia
mendadak jatuh sakit. Selama masa sakitnya ia sering merekomendasikan
tugasnya sebagai imam sholat kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar merasa
khawatir dengan rasa sakit yang dideritanya dan ia mengambil inisiatif untuk
menunjuk penggantinya, ia merasa yang tepat untuk menggantikan posisinya
sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Tetapi sebelum ia memutuskan siapa
yang menjadi penggantinnya ia mengadakan rapat tertutup dengan para sahabat

senior yang menjeguknya seperti Abdurahman bin Auf dan Usman bin Affan

B .
Ibid,, h.23
2 Ahmad Syafii Maarif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah
Kenegaraan, h. 21
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serta Asid bin Khudair. Selesai Abu Bakar melakukan rapat ia berpesan kepada
mereka untuk tidak menceritakan hasil musyawarah tersebut kepada umat Islam
yang lain. Setelah beberapa hari Abu Bakar memanggil Usman untuk menuliskan
wasiatnya yang isinya adalah bahwa Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab
sebagai penggantinya untuk memegang jabatan khalifah. Setelah Abu Bakar
wafat Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua.”

Berbeda dengan pengangkatan Usman bin Affan sebagai kAhlifah, ia
dipilih oleh kelompok yang nama-namanya sudah ditentukan oleh khalifah Umar
bin Khattab sebelum ia wafat. Umar bin Khattab menunjuk sahabat-sahabat
senior yang berjumlah enam orang diantaranya Ali bin Abi Thalib, Usman bin
Affan, Saad bin Abi Waqqas, Abdurahman bin’ Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah
bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar.?® -

Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah dua belas tahun kemudian
sepeninggal Usman bin Affan. Ia dfangkat menjadi khalifah kéempat melalui
pemilihan yang penyelenggraannya jauh lebih sempurna. Pada mulanya Ali bin
Abi Thalib menolak untuk diangkat sebagai khalifah, karena para sahabat senior
yang menjadi peserta peperangan badar tidak ada dimadinah pada waktu itu.

Tetapi setelah sebagian dari sahabat senior yang ada seperti Thalhah, Zubair dan

2 1bid,, 24-25
2 1bid 25-26
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Saad muncul. Maka Ali bin Abi Thélib dibai’at menjadi khalifa.h oleh sahabat-
sahabat tersebut dan diikuti oleh sebagian umat Islam.

Melihat dari proses pemilihan dan pengangkatan khalifah pada masa
khulafa ar-rasyidin tersebut, musyawarah yang menjadi bagian dari ajaran Islam
adalah menjadi media untuk mengambil keputusan siapa yang layak untuk
menjadi khalifah. Orang-orang yang melakukan musyawarah tersebut adalah
orang yang berkompeten dan memilki wawasan yang luas serta terwadahi dalam
sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga Ah/ al-Syura atau Ahl al-hall wa
al ‘Agd. Lembaga tersebut seiring perjalanan waktu khususnya pada masa
setelah khulafa ar-rasyidin hanya menjadi lembaga yang memberikan
pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan putra mahkota yang akan
melanjutkan estafet kepemimpinannya. |

Selain itu dalam sejarah politik Islam, khususnya pada masa pemerintahan
Khalifah Ali bin Abi Thalib ia banyak melakukan pemecatan terhadap gubernur-
gubernur yang dipilih pada masa Utsman bin Affan karena gubemur-gubernur
tersebut ditunjuk berdasarkan karena ia berasal dari keluarga Utsman bin Affan
disebabkan ada kekhawatiran dari khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki

loyalitas terhadap khalifah.



BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PERGANTIAN ANTAR WAKTU
(PAW) ANGGOTA DPRD FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
KOTA MOJOKERTO

A. Pengertian Pergantian Antar Waktu (PAW)

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah pemberhentiaan anggota DPRD
ditengah-tengah masa jabatannya menjadi salah satu anggota DPRD dikarenakan
meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan diusulkan oleh partai
politik atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.’

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tentang pemerintah
daerah, anggota DPRD berhenti menjadi. anggota DPRD suatu Kabupaten/Kota
dikarenakan:

1. Meninggal dunia

2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan

3. Diusulkan oleh partai politik

Sedangkan anggota DPRD diberhentikan antar waktu, karena:

1. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan

2. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD

! Undang-undang no 32. tahun 2004 tentang pemerintah daerah

4]
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3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik
DPRD

4. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD

5. Melanggar larangan bagi anggota DPRD

6. Dinyatakan Bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman
pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.?

Pemberhentian anggota DPRD antar waktu yang menjadi fokus
pembahasan skripsi ini adalah yang disebabkan usulan partai politik yang
menjadi kendaraan politik anggota DPRD yang Berhenti antar waktu tersebut.
Khususnya yang terjadi diinternal Partai Kebangkitan Bangsa yang mem-PAW

beberapa anggotanya yang duduk dijajaran DPRD pemerintah Kota Mojokerto.

. Alasan-Alasan Terjadinya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto

Sebelum terlalu jauh penulis jelaskan alasan-alasan terjadinya pergantian
antar waktu anggota DPRD Kota Mojokerto khususnya Fraksi Kebangiktan
Bangsa, disini perlu secara sekilas menjelaskan mengenai Kedudukan, Fungsi,
Tugas dan Wewenang DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah

khususnya di era otonomi daerah ini

% Ibid.., pasal 55
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1. Kedudukan dan Fungsi DPRD
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang
keanggotaannya terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu dan dipilih
melalui pemilu. Sedangkan mengenai DPRD sebagai Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala
daerah.

b. Fungsi anggaran, yaitu pembahasan dan persetujuan APBD bersama
kepala daerah.

c. Fungsi pengawasan, yaitu melakﬁkan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daeral;, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah serta pengawasan pelaksanaan
APBD’?

2. Tugas dan Wewenang DPRD
DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat daerah memiliki tugas
dan wewenang sebagai berikut:

a. Membentuk PERDA yang dibahas bersama kepala daerah untuk

mendapat persetujuan bersama

3 Imam Hidayat, Achmadur Rifa’i dan Santoso, Mengenal Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
DPRD, h. 68
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. Membahas dan menyetujui rancangan PERDA tentang APBD yang
diajukan kepala daerah.

. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA APBD

. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil
kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi DPRD
propinsi dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi DPRD
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan.

. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
kepala daerah

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
rencana perjanjian internasional di daerah

. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah

. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah

Membentuk pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

Memberikan persetujuaan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, sesuai dengan ketentuan

peraturan dan penmdang-undangah
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L. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan®

Sedangkan mengenai kronologis Pergantiaan Antar Waktu anggota
DPRD Kota Mojokerto bermula pada konflik internal Partai Kebangkitan
Bangsa dan agenda penyelenggaraan pemilihan anggota DPR RI dan DPRD
Kabupaten/Kota tahun 2009 periode 2009-2014.

Dewan Pengurus Cabang Partai Kébangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota
Mojokerto pada pemilihan umum tahun 2004 mampu meraup kursi dijajaran
DPRD Kota Mojokerto sebanyak 6 (enam) kursi. Ditingkat kepemimpinan
DPRD Kota Mojokerto anggota Partai Kebangkitan Bangsa mampu menduduki
2 (dua) jajaran unsur pimpinan DPRD. .l (satu) orang dijajaran Ketﬁa DPRD dan
1 (satu) orang lagi menduduki posisi Wakil Ketua.

Menjelang 7 (tujuh) bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum
anggota DPR RI/DPRD Kabupaten/Kota Mojokerto Tahun 2009, 6 (enam) orang
angéota Partai Kebangkitan Bangsa berpindah keanggotaan partai politik ke
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama’.
Diantara nama-nama anggota partai Kebangkitan Bangsa yang berpindah partai
politik dan yang menjadi korban pergantian antar waktu tersebut adalah:

1. H. M. Noer Kholis HS ke PKNU
2. Syueb Khariry ke PKNU

3. M. Kyaifuddin Annafabi ke PKNU
4. Riha Mustofa ke PPP

4 Ibid, 68-69
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5. Hamidah ke PPP°
Perpindahan anggota Partai Kebangkitan Bangsa tersebut ke partai lain
dibuktikan dengan surat keputusan (SK) dari partai PKNU dan PPP. Selain itu
juga dibuktikan dengan terdaftarnya nama-nama yang diatas sebagai Daftar
Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai colon legislatif
dari kedua partai tersebut. Dengan bukti-bukti tersebut jajaran pengurus dewan
pengurus cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto ingin melakukan
pergantian antar waktu terhadap anggota;anggotanya tersebut. Karena dianggap
melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Serta
Disiplin partai, sebagaimana dijelaskan dalam AD/ART partai Kebangkitan
Bangsa dalam pasal 9 tentang disiplin partai yang berbunyi sebagai berikut:
1. Anggota partai dilarang merangkap sebagai anggota partai lain
2. Anggota partai dilarang menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan
yang mempunyai asas dan/atau tﬁjuan yang bertentangan dengan asas
dan/atau tujuan partai
3. Anggota atau kepengurusan partai harus tunduk kepada pimpinan struktur
organisasi partai yang lebih tinggi di dalam hal yang tidak bertentangan
dengan AD/ART dan disiplin partai lainnya yang diatur dalam peraturan

partai.6

3 Surat Keputusan DPP PKB Tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota
FKB DPRD Kota Mojokerto, no. 4341 tahun 2008
¢ AD/ART partai Kebangkitan Bangsa
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Berdasarkan AD/ART tersebut, bahwa anggota yang berpindah partai
akan diberikan sanksi yakni sanksi pemecatan atau pemberhentian sebagai
anggota Partai Kebangkitan Bangsa.

Perpindahan partai politik ini terjadi karena anggota tersebut khawatir
tidak bisa mencalonkan lagi sebagai calon anggota DPRD Kota Mojokerto untuk
tahun 2009, disebabkan anggota yang melakukan perpindahan partai politik
tersebut sudah menjadi anggota DPRD Kota Mojokerto selama dua periode
melalui kendaraan Partai Kebangkitan Bangsa.’

Sedangkan alasan dari anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi
korban Pergantian Antar Waktu tersebut adalah karena di internal Partai
Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto 'sering kali terjadi konflik képentingan dan
menganggap Partai Kebangkitan Bangsa tidak demokratis yang disebabkan
pucuk pimpinan partai selalu dipegang oleh keluarga kiai atau uw/ama’ padahal
kualitas kepemimpinan adalah kurang memenuhi persyaratan sebagai pimpinan.8

Dengan alasan-alasan tersebut DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota
Mojokerto mengambil keputusan di internal partai untuk melakukan pergantian
antar waktu terhadap anggota-anggotanya yang duduk di jajaran pimpinan dan
anggota DPRD Kota Mojokerto setelah mercka dengan bukti kongkrit

dinyatakan berpindah partai politik.

7 Wawancara dengan Abdullah fanani, tanggal 8 januari 2010
 Wawancara denagn Noer Kholis, tannggal 8 januari 2010



48

C. Mekanisme dan Prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Fraksi Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
pasal 55 ayat 3 pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana yang disebutkan sebelumnya disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD propinsi dan
kepada Gubernur melalui Bupati/Wali Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/
Kota untuk diresmikan pemberhentiannya.’

Berdasarkan undang-undang tersebut, setelah anggota Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk dij aj.aran pimpinan dan anggota DPRD
Kota Mojokerto terbukti berpindah partai politik dengan bukti SK dan terdaftar
sebagai di KPUD Kota Mojokerto sebagai calon anggota legislatif dari partai
lain. Di internal Partai Kebangkitan Bangsa Kota Mojokerto terjadi gonjang-
ganjing mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW), dan pengurus DPC PKB
segera mengambil langkah politik dengan cara melakukan konsolidasi internal
partai dan membentuk tim verifikasi mengenai kebenaran berpindahnya anggota-
anggotanya tersebut ke partai politik yang lain."®

Mekanisme dan prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD

Kota Mojokerto tersebut terbilang unik. Karena disini yang di-PAW adalah

® Undang-undang RI no. 32 tahun 2004 pasal 55 ayat 3
19 Wawancara dengan Ketua Umum PKB Kota Mojokerto, Asaduddin Mudzakkir, tanggal 8
tahun 2009
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unsur pimpinan DPRD. Kenapa dikatakan unik proses pergantian antar waktu

ini? Karena menurut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Mojokerto Nomor 09 Tahun 2004 tentang peraturan tata tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto menyatakan pasal 27 yang bunyinya

sebagai berikut:

1.

Usulan pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No
32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah langsung disampaikan oleh
pimpinan DPRD kepa}da gubernur melalui Wali Kota/Bupati

Apabila pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan ‘pemberhentian
anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud ayat 1, sekretaris DPRD yang
menyampaikan usulan yang dimaksud

Usulan pemberhentian anggota DPRD yang didasarkan atas keputusan dewan
pimpinan pusat atau dewan pimpinan wilayah/ daerah partai politik yang
bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan tata tertib tersebut pada pasal 1 dinyatakan bahwa

apabila ada usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD yang berasal dari

partai politik anggota DPRD yang bersangkutan harus menyampaikan surat

kepada pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada gubernur untuk dimintakan

Surat Keputusan (SK). Tetapi yang menjadi problem dalam proses Pergantian
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Antar Waktu anggota DPRD Kota Mojokerto disini adalah yang akan di-PAW
oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebagai pihak yang mengajukan pergantian
antar waktu terhadap anggotanya adalah yang duduk di posisi sebagai unsur
pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto. Sehingga disini pimpinan DPRD
tersebut bisa dikatakan mem-PAW dirinya sendiri. Karena sebelum surat
disampaikan kepada Gubernur melalui Wali Kota harus ada proses pembahasan
dan penandatanganan di internal pimpinan DPRD. Yang menyebabkan proses
Pergantian Antar Waktu tersebut cukup alot dan lama.

Proses mengenai prosedur dan mekanisme yang terjadi untuk
menyukseskan Pergantiaan Antar Waktu anégota DPRD Kota Mojokerto, di
internal Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Pimpinan Cabang Kota Mojokerto
terhadap anggotanya yang berpindah partai politik tersebut membutuhkan
perjuangan yang cukup panjang sehingga menguras pikiran dan tenaga yang
banyak.!' .

Langkah-langkah yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto untuk
menyukseskan proses Pergantian Antar Waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPC PKB Kota Mojokerto melakukan rapat pleno di internal pengurus
cabang. Dengan tujuan membahas mengenai PAW yang akan dilakukan

terhadap anggota yang berpindah partai politik.

! Wawancara dengan sekertaris DPC PKB Kota Mojokerto Naufal Rizal, tanggal 8 2009
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2. DPC PKB Kota Mojokerto membentuk team yang dinamakan pokja, yang
memiliki tugas untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi mengenai
perpindahan partai politik terhadap anggota yang akan di PAW. Selain itu
juga memiliki tugas administrative yang mengurus permasalahan surat
menyurat yang akan ditujukan kepada instansi terkait untuk menyukseskan
proses tersebut sekaligus menjadi koordinator lapangan untuk memobilasi
massa dalam rangka melakukan intervensi politik terhadap pimpinan DPRD
serta Wali Kota Mojokerto agar mendﬁkung proses PAW tersebut.

Setelah keputusa;l yang diambil melalui musyawarah mufakat untuk
melakukan proses PAW tersebut, Tim pokja yang dibentuk oleh DPC PKB Kota
Mojokerto tersebut segera membuat surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua
Umum dan Sekjen untuk memanggil anggota-anggota yang akan di PAW untuk
dimintai keterangan terkait perpindahan partai politik dan diminta untuk
membuat surat peryataan mengenai kebenaran informasi tersebut. Anggota-
anggota yang akan di PAW tersebut awalnya mengelak atau tidak mengakui
mengenai perpindahan partai politiknya dari PKB ke PKNU dan PPP. Tetapi tim
pokja yang dibentuk oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut melakukan
verifikasi dan mencari informasi ke Bakesbang Linmas Kota Mojokerto untuk
mendapatkan Surat keputusan (SK) menge.nai jajaran pengurus partai PKNU dan
PPP. Setelah mendapatkan SK dirasa belum mencukupi bukti untuk mengajukan

PAW ke DPRD Kota Mojokerto dikhawatirkan anggota yang akan di PAW



52

mengelak, maka jajaran pengurus DPC PKB Kota Mojokerto menunggu
pengumuman DCS dan DCT untuk pemilu 2009 mengenai calon-calon anggota
legislatif dari KPUD Kota Mojokerto. Selang beberapa minggu akhirnya
pengumuman mengenai DCS dan DCT diumumkan oleh KPUD Kota Mojokerto,
dan dalam pengemumuman tersebut nama-nama anggota Partai Kebangkitan
Bangsa yang akan di PAW tersebut tertera dalam pengumuman itu.'

Selain itu juga tim pokja mengirimkan surat kepada Dewan Pengurus
Daerah (DPD) PKB Jawa Timur untuk ditindaklajuti ke Dewan Pengurus Pusat
(DPP) yang isinya meminta kepada mereka untuk memecat atau
memberhentikan keanggotaan kader partai yang berpindah partai dari partai PKB
ke PKNU dan PPP tersebut yang nantinya berkas-berkas surat tersebut akan
dilampirkan sebagai bukti untuk mengajukan ke DPRD dan pemerintah Kota
Mojokerto sekaligus sebagai bukti untuk di bawa ke kantor Gubernur Jawa
Timur. Tidak lama setelah mengirimkan surat ke DPP melalui DPD, DPC PKB
Mojokerto mendapatkan surat balasan dari DPP yang isinya menyetujui
pemecatan keanggota kader yang berpindah partai politik tersebut.

Bukti-bukti yang sudah terkumpul, menguatkan tekad DPC PKB Kota
Mojokerto untuk melakukan PAW terhadap anggotanya yang duduk dipimpinan

dan anggota DPRD tersebut. Setelah itu tim pokja membentuk surat resmi yang

12 Ibid.
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ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk dibahas dan diajukan
kepada Gubernur melalui Wali Kota.

Sesampainya surat di sekretariat DPRD Kota Mojokerto, surat tersebut
langsung disampaikan oleh Sekretaris Dewan kepada pimpinan DPRD untuk
dibahas. Tetapi yang terjadi adalah surét mengendap dan tidak dibahas-bahas
karena yang akan di PAW adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Melihat kondisi di internal DPRD Kota Mojokerto khususnya di unsur
pimpinan yang tidak menghiraukan surat permohonan PAW yang diajukan oleh
DPC PKB Kota Mojokerto. Tim pokja yang dibentuk oleh DPC PKB Mojokerto
melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Kota Mojokerto untuk mendesak
menandantangani surat permohonan PAW tersebut. Tetapi 2 (dua) orang
pimpinan DPRD yang berasal dari partai Kebangkitan Bangsa tersebut tidak
berkehendak untuk menandatangani surat PAW yang diajukan oleh partainya
tersebut.”

Kepolisian sebagai penegak keamanan dan pelindung masyarakat Kota
Mojokerto tidak menginginkan terjadinya keributan. Sehingga pihak kepolisian
Kota Mojokerto memiliki inisiatif untuk menghubungi salah satu unsur pimpinan
DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
yang kebetulan pada waktu terjadinya demostrasi berada di luar Kota. Setelah

dihubunginya salah satu unsur pimpinan tersebut untuk segera kembali ke Kota

13 ibid
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Mojokerto, pada akhirnya surat PAW yang diajukan oleh DPC PKB Kota
Mojokerto ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh salah satu pimpinan
DPRD surat tersebut dimintakan surat keterangan atau pengantar ke Wali Kota
Mojokerto untuk dimintakan surat keputusan (SK) pergantian antar waktu ke
Gubernur Jawa Timur. Jarak 10 (sepuluh)A hari surat yang diajukan ke gubernur
Jawa Timur akhirnya SK pergantian antar waktu turun.'

Berdasarkan SK gubernur Jawa Timur no. 171.417/37/011/2009, bahwa
nama-nama yang di PAW menjadi pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto
juga melampirkan nama-nama calon pengganti sebagai anggota DPRD dari fraksi
Kebangkitan Bangsa. Nama-nama pengganti tersebut adalah:

H.Abdullah Fanani SH.
H. Tatok Setyadi
Drs. H. Abdul Halim Hasyim

Achmad Rusyad Manfaluti, S.Ag.
Sumarliah, S.Ag

LRV -

Nama-nama tersebut diatas, berasal dari daerah pemilihan yang berbeda
sesuai dengan daerah asal pemilihan anggota DPRD yang di PAW tersebut.
Tetapi posisi sebagai pimpinan DPRD Kota Mojokerto Fraksi Kebangkitan
Bangsa tidak bisa mendudukinya, mereka hanya sebagai anggota DPRD karena
masa keanggotaan DPRD periode 2004-2009 akan segera berakhir.

Berdasarkan kronologis tersebut akhirnya perjuangan untuk mem-PAW

anggota PKB yang berpindah partai politik tersebut akhirya berhasil

" Ibid,
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dilaksanakan, walaupun memakan waktu dan tenaga yang cukup panjang. Usaha
DPC PKB Kota Mojokerto tersebut tidak mumni kepentingan politik tetapi
adalah usaha untuk menegakkan AD/ART atau peraturan partai. Apabila tidak
memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran terhadap
konstitusi partai akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan partai. Tetapi
pada pemilu 2009 Partai Kebangkitan ‘Bangsa hanya mampu meraup atau
mendapatkan kursi di DPRD Kota Mojokerto hanya 3 kursi. Ini adalah akibat
konflik yang berkepanjangan di iﬁtemal Parati Kebangkitan' Bangsa yang
mempermasalahkan legalitas kepemimpinan Muhaimin Iskandar sebagai

pimpinan pusat Partai Kebangkitan Bangsa.



BAB IV
ANALISIS FIKIH STYASAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD FKB
PEMKOT MOJOKERTO PERIODE 2004-2009

. Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Mekanisme, Prosedur dan Alasan-alasan
Terjadinya PAW Anggota DPRD FKB fEMKOT Mojokerto 2004-2009

Melihat dari prosedur dan mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota
DPRD Kota Mojokerto yang diawali dengan musyawarah diinternal Partai
Kebangkitan Bangsa yang merekomendasikan terbentuknya tim pokja yang
memiliki tugas untuk mengawal dan mensukseskan proses PAW. Yang
selanjutnya tim pokja membuat surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD
Kota Mojokerto setelah itu meminta surat pengantar ke Wali Kota Mojokerto
untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan SK, sebagai
bukti bahwa PAW yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto terhadap
anggotannya yang duduk di pimpinan dan anggota DPRD adalah sah dan legal.

Tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi yang abadi
hanyalah kepentingan, adagium ini merupakan sifat dari politisi yang memiliki
mind set yang pragmatis. Politik selama ipi di anggap sebagai dunia yang kejam
dan bebas nilai. Praktek-praktek politik yang ada pada momen-momen suksesi
anggota DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan Ketua

Umum partai, sikap pragmatis menjadi bagian dari prilaku elite politik di negara

56
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ini, karena akhir dari proses-proses negosiasi untuk mensukseskan kandidat
pimpinan dalam suatu lembaga negara tidak bisa dilepaskan dari prktek-praktek
money politics.

Alasan yang menyebabkan terjadinya proses Pergantian Antar Waktu
(PAW) pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Fraksi
Kebangkitan Bangsa tersebut adalah dikarenakan perpindahan partai politik dari
PKB ke PKNU dan PPP. Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh
pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto yang berasal dari Partai
Kebangkitan Bangsa terebut disebabkan adanya kekhawatiran tidak bisa
mencalonkan diri menjadi anggota DPRD pada pemilu 2009 karena mereka
sudah menjadi anggota DPRD melalui kendaraan politik PKB sudah dua periode,
Selain itu juga alasan mereka adalah Konflik di internal PKB yang berlarut-larut.

Perpindahan partai politik merupakan hal yang biasa terjadi di dunia
politik, karena loyalitas dan komitmen kader suatu partai tidak terbentuk dan
mengakar, karena sistem kaderisasi partai politik sangat lemah. Kader suatu
partai akan berpindah partai apabila di partainya tidak mampu menampung
aspirasi politiknya dan tidak adanya kesempatan untuk naik menjadi pimpinan
partai atau tidak ada kesempatan untuk mewaikili partainya duduk di parlemen.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai prosedur dan
mekanisme proses Pergantian Antar Waktﬁ (PAW) anggota DPRD Kota

Mojokerto tersebut diawali dengan usulan Partai Kebangkitan Bangsa Kota
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Mojokerto kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto untuk ditembusi ke
Gubernur Jawa Timur untuk dimintakan legalitasnya.

Sebelum surat yang diajukan oleh pimpinan DPC PKB Kota Mojokerto
melalui pimpinan DPRD untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, ada
proses pembahasan melalui musyawardh yang dilakukan di internal pimpinan
DPRD dengan tujuan untuk menganalisis apakah Pergantian antar waktu yang
diusulkan oleh DPC PKB Kota Mojokerto teﬁebut memenuhi persyaratan yang
ditetapkan Undang-undang apa belum. Setelah proses pembahasan melalui
musyawarah oleh pimpinan DPRD maka surat yang diajukan oleh DPC PKB
Kota Mojokerto tersebut ditanda tangani oleh salah satu pimpinan DPRD untuk
diserahkan kepada Gubernur melalui Wali Kota.

Dalam sejarah politik Islam, Musyawarah merupakan mekanisme
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh nabi Muhammad dan khalifah-
khalifah setelahnya. Lembaga yang melakukan musyawarah pada zaman itu
adalah lembaga A#k/ al-hall wa al-’Aqd yang memiliki tugas untuk membantu
khalifah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk
melakukan konsultasi para khalifah untuk menentukan siapa pengganti
selanjutnya.

Terkait dalam hal ini, Ahl al-Hall wa al-’Aqd merupakan kelembagaan
yang dipakai dalam sejarah Islam Kekhalifahan, sedangkan untuk

mengkomparasikan A/ al-Hall wa al-’Aqd dengan DPR/DPRD (Kot/Kab./Prov.)
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ini, maka diperlukan metode ijtihad; yaitu g/yas adalah metode persamaan ushul
(hal yang mendasar) dengan furu' (hal baru) untuk dapat dijadikan sebagai
pijakan hukum. bahwa pada dasarnya AA/ al-Hall wa al-’Aqd adalah lembaga
yang mengatur atau memimpin / mengatur suatu pemerintahan sesuai
permusyawaratan ke-khalifahan, maka persepsi penulis akan peran dan fungsinya
sesuai dengan sejarah pol.itik Islam masa khulafa ‘ar rosyidin.

Kalau kita melihat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan
pimpinan DPRD sebelum melegalkan keputusannya untuk melaksanakan
pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggotanya adalah musyawarah internal
partai dan musyawarah pimpinan DPRD, menurut fikih siyasah prosedur dan
mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau nilai-nilai Islam
yang mengajarkan musyawarah sebelum keputusan diambil untuk menghindari
sikap yang otoriter atau sewenang-wenang yang bertentangan degan Islam dan
demokrasi.

Selain itu jﬁga lembaga Akl al-hall wa al-’Aqd yang ada pada masa
khalifah-khalifah setelah nabi Muhammad adalah lembaga pemberi legitimasi
para khalifah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan. Sehingga
kebijakam yang diambil bisa berjalan secara efektif.

Sebagai lembaga yang penyelengara musyawarah, Ah/ al-hall wa al-’Aqd
merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan kontroling

terhadap kebijakan-kebijakan dan program yang dijalankan oleh khalifah. Tetapi
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benang merah yang bisa kita ambil dari lembaga tersebut adalah praktek-praktek
musyawarah yang dijalankan adalah usaha untuk menegakkan ajaran Islam.
Demokrasi sebagai sistem politik modern yang meniscayakan adanya
lembaga perwakilan sebagai representasi suara rakyat harus menjalankan
musyawarah sebagai media pengambilan keputusannya. Begitu juga dengan
partai politik sebagai lembaga politik didalam menjalankan programnya
musyawarah merupakan media yang paling efektif untuk menghindari kecurigaan

aparatur partai sekaligus media untuk menciptakan stabilitas di internal partai.

. Pandéngan Fikih Siyasah terhadap Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD
FKB Pemkot Mojokerto.

Kebijakan untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang
dilatarbelakangi oleh perpindahan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kota Mojokerto ke PKNU dan PPP yang menjabat menjadi pimpinan dan
anggota DPRD Kota Mojokerto merupakan tindakan dan keputusan yang benar
dan tidak bertentangan dengan Undang-undang sekaligus dengan aturan partai
yang diambil oleh DPC PKB Kota Mojokgrto.

Perpindahan partai politik yang dilakukan oleh pengurus DPC PKB Kota
Mojokerto tersebut merupakan bagian dari prilaku yang tidak- konsisten dan
tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan bersama untuk memperjuangkan
aspirasi politik masyarakat atau konstituen PKB Kota Mojokerto. Loyalitas

terhadap partai adalah sikap yang langka kita temukan di partai politik negara
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Indonesia ini, karena pengaruh dari pemikiran yang pragmatis dan kepemimpinan
yang sentralistik memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap politik seorang
kader terhadap partai politiknya.

Dalam sejarah politik Islam, peinecetan seorang Gubernur atau Amir
S/ang dilakukan oleh sebrang khalifah merupakan bagian dari sejarah politik
Islam. Dalam praktek politik Islam seorang khalifah akan memecat Gubernur
atau Amimya apabila dirasa mereka sudah tidak lagi memiliki loyalitas
terhadapnya. Pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah tidak dilakukan
secara sewenang-wenang. Langkah awal yang dilakukan oleh seorang khalifah
adalah melakukan penelitian dan pembuktian terhadap prilaku atau kebijakan
yang diambil Gubernur atau Amir yang ada didaerah wilayah kekuasaan khalifah
tersebut apakah Gubernur atau Amirnya masih memiliki loyalitas atau tidak dan
apakah mereka menjalankan peraturan yang dibuat oleh khalifah atau tidak.

Pada masa peralihan kepemimpinan umat Islam dari khalifah Usman bin
Affan ke khalifah Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi
Thalib banyak memecat Geburnur atau Amir yang ditunjuk oleh khalifah Usman
bin Affan karena mereka adalah bagian dari keluargan Usman bin Affan dan
dianggap tidak berkompeten dalam memegang jabatan tersebut sekaligus mereka
juga tidak memiliki loyalitas terhadap kha]i»fah Ali bin Abi Thalib seperti sikap

membangkang yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap khalifah Ali bin Abi
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Thalib yang berujung pada peperangan Siffin dan menelan ribuan jiwa sehingga
Muawiyah mampu merebut jabatan khalifah melalui tipu muslihatnya.

Pemecatan yang dilakukan oleh seorang khalifah terhadap Geburnur atau
Amimya yang terjadi pada masa khalifah-khalifah khuv/afa ar Rasyidun, Bani
Umayyah dan Abbasiyah adalah keputusan' yang lumrah yang diambil oleh
seorang khalifah untuk menciptakan stabilitas politik diwilayah kekuasaannya
sekaligus usaha untuk mempertahankan status quonya.

Jadi berdasarkan bukti sejarah politik Islam tersebut, pemecatan yang
dilakukan oleh DPC PKB Kota Mojokerto terhadap anggotanya yang menjabat
sebagai pimpinan dan anggota DPRD tersebut yang dilatarbelakangi oleh sikap
tidak loyal terhadap partai sekaligus dianggap melanggar aturan main partai
dibenarkan oleh fikih siyasah.

Sanksi yang diberikan oleh DPC PKB Kota Mojokerto tersebut
merupakan sanksi yang bersifat mendidik untuk kader-kader partainya agar tetap
memiliki loyalitas terhadap partai selama partai tetap pada garis-garis
perjuangan dan nilai-nilai Islam.

Islam sebagai agama yang Rahmah Li al-alamin sesuai dengan tujuan
awal nabi Muhammad diutus yang memiliki tujuan untuk merubah akhlak
manusia yang jauh dari akhlak yang terpuji. Nabi muhammad sebagai panutan
umat Islam mengajarkan kesetiakawanan terhadap sesama muslim dan kepada

seluruh manusia. Kesetiakawanan atau persaudaraan merupakan media untuk
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menciptakan kedamaian dimuka bumf ini. Politisi bangsa ini seharusnya
menjadikan Islam sebagai pegangan untuk menjalankan aktifitas berpolitik,
karena Islam sebagai sistem nilai séhar'usnya prilaku politis bangsa ini harus
terikat dengan nilai-nilai tersebut. Sehingga permainan dalam dunia politik tidak
hanya berorientasi pada kepentingaﬁ dunia saja. Membentuk rr;asyarakat yang
Islami dan sejahtera merupakan tujuan akhir dari semua permainan politik
tersebut.

Dalam ajaran Islam berkhianat adalah prilaku yang tidak terpuji, karena
mencederai kesepakatan atau perjanjian dengan sesama muslim dan sesama
manusia, yang akan berakibat pada permusuhan dan salin benci membenci antara
yang satu dengan yang lain. Nabi muhammad menagajarkan kepada umatnya
untuk bersikap yang amanah, terpercaya dan | jujur. Jabatan merupakan amanah
yang diberikan rakyat dan Tuhan kepada pemimpin dan Dewan Perwakilan
Rakyat bangsa ini yang suatu saat akan diminta pertanggung jawabannya oleh

Allah swt.



BABV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah,
Pergantian Antar Waktu (PAW) dibenarkan apabila memenuhi alasan-alasan
yang ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya Berisi pergantian
antar waktu anggota DPRD bisa dilakukan apabila ada usulan dari partai
politik asal anggota DPRD tersebut.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRD Kota
Mojokerto berdasarkan usulan dari dewan pengurus cabang Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mojokerto dilatarbelakangi oleh
perpindahan partai anggotanya dari PKB ke PKNU dan PPP yang duduk
menjadi pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, menurut undang-
undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai alasan,
prosedur dan mekanismenya sudaﬁ benar menurut Undang-Undmg tersebut.
Sedangkan analisis fikih siyasah mengenai prosesdur serta alasan dalam
proses terjadinya pergantian antara waktu anggota DPRD tersebut tidak
bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Karena dalam sejarah

politik Islam praktek pemecatan terhadap gubernur atau amir dilakukan oleh
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khalifah apabila gubernur dan amir tersebut dianggap tidak memiliki
loyalitas dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh khalifah.
Sedangkan Pemecatan terhadap anggota Ah/ al-Hall wa al-’Aqd yang tidak
patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki loyalitas
Dalam praktek politik Islam, lembaga A%/ al-Hall wa al-’Aqd merupakan
lembaga tempat untuk berkonsultasi para khalifah untuk mempersiapkan dan
menetapkan putra mahkota yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan
khalifah selanjutnya, serta sebagai tempat untuk melakukan konsultasi dalam
perumusan kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan konsultasi
sebelum terjadinya pemecatan terhadap gubernur atau amar yang tidak
memiliki loyalitas serta tidak patuh terhadap kebijakan khalifah. Selain itu
juga lembaga Ah/ al-Hall wa al-’Aqd merupakan lembaga penyelenggara

musyawarah yang ada pada masa nabi dan khalifah-khalifah setelahnya.

B. Saran
Untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika IAIN Sunan Ampel dan
menmgkatkan khazanah intelektualitas umat Islam diperlukan lagi pengkajlan-
pengkajian serta penelitian yang lebih mendalam untuk menambah referensi
sivitas akz;‘demika khususnya dan umat Islam secara umum dalam bidang fikih
siyasah dan sejarah politik Islam.
Selain itu juga diperlukan proses diskusi ilmiah seiaagai media

transpormasi khazanah keilmuan yang dimiliki umat Islam pada masa lampau
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untuk dikontekstualisasikan pada era saat ini. Karena sejarah masa lalu politik
umat Islam harus menjadi pegangan untuk menatap masa depan politik umat

Islam.
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